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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tentang satwa liar di 

Indonesia dan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pidana terhadap Pelaku 

perdagangan illegal satwa liar. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan 

dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 

3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 

tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan studi kepustakaan yang berarti akan lebih 

banyak menelaah aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku.   

Hasil penelitian menunjukan Ketentuan hukum tentang satwa liar diatur dalam  

Undang Undang (UU) No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dan 

ekosistemnya, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah 

(PP) No. 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dan PP No. 8 Tahun 

1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa, 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan 

Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar,  

Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana satwa liar yang dilindungi tercantum 

dalam pasal 40 UU No 5 Tahun 1990, yaitu: 1) Pasal 40 ayat (1) yang menyebutkan bahwa 

: “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda palingbanyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah)”. 2) Pasal 40 ayat (2) yang menyebutkan bahwa : “Barang siapa dengan sengaja 

melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) 

dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan 

denda paling banyak Rp. 100.000.00,00 (seratus juta rupiah)”. 3) Pasal 40 ayat (3) yang 

menyatakan bahwa : “Barang siapa karena karena kelalaiannya melakukan pelanggaran 

terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) 

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 

100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. 4) Pasal 40 ayat (4) yang menyatakan bahwa : 

“Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana 

kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah)”. 
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PENDAHULUAN 

Satwa yang ada di habitat wilayah Indonesia adalah ciri suatu pulau yang didiami 

satwa tersebut, karena ekosistem di dalamnya mendukung akan perkembangbiakan satwa 

tersebut. Berbagai jenis satwa tersebut tersebar di Indonesia yang terdiri dari sekitar 17.500 

pulau. Namun hal tersebut tidak berarti semua pulau dapat didiami semua satwa. 

Berdasarkan kenyataan ada satwa yang termasuk satwa endemik yakni hidup secara 

terbatas pada habitat di daerah tertentu dan tidak terdapat di tempat lain, misalnya anoa di 

Sulawesi, cendrawasih di Irian Jaya, siamang dan harimau Sumatera di Sumatera dan lain-

lain. 

Banyak hal yang menyebabkan tingginya ancaman kepunahan dari jenis satwa liar 

tersebut. Hutan dikonversi menjadi pemukiman, lahan pertanian, perkebunan serta terjadi 

eksploitasi sumber daya alam di hutan secara berlebihan. Lahan habitat alami satwa liar 

yang kemudian menjadi korban. Kondisi ini diperparah dengan tingginya perburuan dan 

perdagangan liar yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Semua ini disebabkan 

rendahnya tingkat pengawasan dan penegakan hukum terhadap berbagai eksploitasi ilegal 

satwa liar dan tingkat perburuan liar sangat tinggi. Tingginya tingkat perburuan dan 

perdagangan liar ini karena tingginya permintaan pasar terhadap jenis-jenis satwa liar, 

ditambah penawaran harga yang tinggi untuk jenis-jenis satwa yang sangat langka. 

Satwa liar yang dilindungi dilarang untuk dipelihara, dimiliki, diburu maupun 

diperdagangkan, namun masyarakat tidak dapat membedakan satwa yang dilindungi dan 

yang tidak dilindungi. Perilaku manusia ini yang dapat mengancam kepunahan dari satwa 

langka yang mana ambisi manusia ingin memiliki tetapi tidak memperdulikan populasinya 

di habitat asalnya. Kepunahan satwa langka ini dapat dicegah dengan ditetapkan 

perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi. 

 

PEMBAHASAN 

Pentingnya peranan setiap unsur dalam pembentukan lingkungan bersifat mutlak serta 

tak tergantikan. Jadi dapat dipahami jika satwa juga merupakan unsur yang bersifat mutlak 

serta tidak dapat digantikan dalam pembentukan lingkungan hidup. Adanya gangguan yang 

dialami salah satu unsur berarti terganggu seluruh ekosistem sehingga kelestarian 

pemanfaatan dikhawatirkan terganggu pula. Sehingga pelestarian sumber daya alam hayati 

dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab bersama masyarakat serta pemerintah.  

Kenyataannya satwa-satwa tersebut sudah sangat sulit dijumpai di habitat aslinya 

karena telah terancam punah oleh manusia itu sendiri satwa-satwa yang dilindungi tersebut 

diantaranya yang sudah jarang ditemui di tempat aslinya, seperti harimau Sumatera, badak 

bercula satu, Nomora, burung cendrawasih, gajah Sumatera, harimau Jawa, dan masih 

banyak lagi satwa-satwa yang hidup di daratan, perairan, dan di udara yang terancam 

punah. 

Satwa adalah bagian dan sumber daya alam yang tidak ternilai harganya sehingga 

kelestarianya perlu dijaga melalui upaya meminimalisir pergadangan hewan ilegal dan 

pemburuan satwa langka. Berdasarkan hal tersebut dan sebagai pelaksanaan Undang-

undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya, dipandang perlu untuk menetapkan peraturan tentang perdagangan jenis 



tumbuhan dan satwa dengan peraturan pemerintah. Selain Undang-undang Nomor 5 tahun 

1990 diatur juga dalam PP no 7 tahun 1999.  

Permasalahan tersebut menyebabkan gangguan kelestarian satwa burung yang pada 

akhirnya mengakibatkan kelangkaan. Berdasarkan hal tersebut, tindakan konservasi perlu 

dilakukan, baik secara di dalam habitat alaminya, seperti melalui perlindungan jenis, 

pembinaan habitat dan populasi, maupun secarac di luar habitat alaminya, salah satunya 

melalui penangkaran.  

Kegiatan penangkaran burung dapat dimanfaatkan untuk kepentingan konservasi 

jenis, peningkatan populasi, sarana pendidikan dan penelitian, serta pengembangan 

ekowisata. Hasil penangkaran dapat dilepasliarkan ke habitat alam (sesuai dengan syarat-

syarat dan peraturan yang berlaku), serta sebagian dapat dimanfaatkan untuk tujuan 

komersial, terutama mulai dari hasil keturunan kedua (F2).  

Habitat dan kepunahan beberapa jenis satwa liar dilindungi banyak yang telah rusak 

atau dirusak oleh berbagai ulah sekelompok manusia yang tidak bertanggung jawab. 

Ancaman disini dikarenakan aktivitas manusia yang secara langsung mengakibatkan 

tersingkirnya satwa dilindungi tersebut dari habitat alaminya adalah perburuan atau 

penangkapan serta perniagaan ilegal satwa dan produk turunannya. Perilaku manusia yang 

dapat mengancam kepunahan yang mana ambisi manusia ingin memiliki tetapi tidak 

mempedulikan populasi di habitat aslinya. Kasus demi kasus pun mencuat terkait dengan 

kegiatan penangkapan, perniagaan sampai pembunuhan terhadap satwa liar dilindungi. 

Perniagaan satwa langka hingga kini masih dilakukan secara gelap dan masih sulit 

diberantas karena perniagaan binatang-binatang yang dilindungi tersebut sangat banyak 

diminati banyak kalangan dengan harga yang sangat tinggi. 

Perdagangan satwa liar dapat menyebabkan eksploitasi besar-besaran yang 

menimbulkan ancaman kepunahan bagi satwa tersebut. Pada saat sekarang ini untuk 

memiliki dan/atau memelihara satwa-satwa liar tersebut dapat dengan cara membeli, 

misalnya di pasar hewan yang menjual satwa-satwa langka yang dilindungi, serta dengan 

cara berburu di alam liar, nantinya satwa yang diburu itu kebanyakan akan diawetkan, 

diambil kulitnya dan bagian tubuh lainnya untuk dijadikan pajangan atau hiasan hanya 

demi kesenangan dan kepuasan bagi yang memilikinya. Akibat perdagangan liar yang 

semakin meningkat akhir-akhir ini, selain ekspor satwa liar hidup, ekspor kulit dari 

beberapa jenis reptilia mencapai puluhan ribu lembar. 

Lingkungan dan sistem pemeliharaan mengacu kepada perilaku dan habitat alaminya. 

Kegiatan teknis yang dapat dilakukan adalah: penyiapan tumbuhan pelindung dan sumber 

pakan, pemilihan bentuk dan ukuran kandang, pengelolaan penangkaran (pakan, kesehatan, 

sex rasio, dan reproduksi), dan sistem pencatatan. Pengelolaan penangkaran yang baik 

diharapkan mampu meningkatkan populasi dan memberikan nilai tambah untuk 

kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

 

KESIMPULAN 

Negara Indonesia adalah negara hukum yang pada dasarnya segala tingkah laku 

manusia haruslah diatur berdasarkan dengan adanya hukum yang ada hal tersebut sesuai 

yang tertuang dalam pembukaan Undang -undang dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang 

menyatakan Negara Indonesia adalah Negara hukum. Oleh karena itu hukum bekerja 



dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku setiap manusia dan karena itu pula 

hukum berupa norma yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Indonesia 

merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun Non 

hayati, Sumber daya hayati Indonesia dikenal tidak saja kaya tetapi juga mempunyai 

keunikan tertentu di setiap daerah. Sumber daya alam tersebut mempunyai kedudukan serta 

peranan penting bagi kehidupan dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh 

karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi 

kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, 

baik masa kini maupun masa depan. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya, merupakan sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diperuntukkan 

bagi bangsa Indonesia yang tidak dapat terhitung jumlahnya. Kekayaan alam yang dimiliki 

oleh Indonesia adalah berbagai macam satwa, yang tersebar di seluruh pulau-pulau yang 

ada di Indonesia. Tidak kurang 10 persen makhluk hidup di dunia jenisnya ditemukan di 

Indonesia, Centre on Biological Biodiversity (CBD) mencatat bahwa 12% mamalia, dan 

16% reptil di dunia berada di indonesia. Kemudian terdapat 1.592 spesies burung dan 

setidaknya 270 spesies ampibhi hidup di Indonesia. Ketentuan hukum tentang satwa liar 

diatur dalam  Undang Undang (UU) No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya 

hayati dan ekosistemnya, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dan PP 

No. 8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis 

Tumbuhan Dan Satwa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar, Keputusan Menteri Kehutanan 

Dan Perkebunan Nomor 104/Kpts-II/2000 Tentang Tata Cara Mengambil Tumbuhan Liar 

Dan Menangkap Satwa Liar. 
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